
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2008

TENTANG
PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ASEAN POWER

GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007 Pemerintah

Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum of
Understanding on the ASEAN Power Grid (Memorandum Saling
Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN),
sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota
ASEAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu segera
mengesahkan Memorandum tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4012);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pengesahan
Agreement on ASEAN Energy Cooperation (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 57);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1995 tentang Pengesahan
Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE ASEAN POWER GRID (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI
JARINGAN TRANSMISI TENAGA LlSTRIK ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid
(Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN) yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2007 di
Singapura, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.



Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Memorandum dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam
Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku
adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 208

Terjemahan Tidak Resmi

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
MENGENAI

JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ASEAN

Pemerintah-pemerintah Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu;
Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik
Demokrasi Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik
Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam
(selanjutnya disebut bersama-sama sebagai "ASEAN" atau
"Negara-negara Anggota atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai
"Negara Anggota");

MENGINGAT Kesepakatan/Persetujuan Kerja Sama Energi ASEAN yang
ditandatangani di Manila, Filipina, tanggal 24 Juni 1986, yang
menekankan pada kerja sarna antar Negara-negara Anggota dalam
mengembangkan sumber daya energi untuk memperkuat ketahanan
ekonomi dari masing-masing Negara Anggota serta ketahanan ekonomi
dan solidaritas ASEAN, dan mengembangkan strategi untuk



meningkatkan perdagangan yang terkait dengan energi di kawasan
ASEAN;

MENGINGAT juga bahwa visi ASEAN 2020 yang diterima oleh Para
Pemimpin ASEAN pada tanggal 15 Desember 1997 pada Konferensi
Tingkat Tinggi ASEAN Tidak Resmi Kedua di Kuala Lumpur Malaysia,
telah memerintahkan penyusunan pengaturan interkoneksi tenaga
listrik di kawasan ASEAN melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
ASEAN, (selanjutnya disebut sebagai "Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN");

MENGAKUI bahwa tujuan Forum Para Kepala Usaha/Kuasa Tenaga Listrik
ASEAN (HAPUA), antara lain untuk meningkatkan penciptaan
proyek-proyek interkoneksi tenaga listrik regional melalui
pertukaran pengalaman dan informasi mengenai perencanaan,
pembangunan dan pengoperasian sistem interkoneksi, penguasaan
teknologi dan metodologi yang tepat pada seluruh aspek sistem
interkoneksi, penguasaan teknologi dan metodologi yang tepat pada
seluruh aspek sistem interkoneksi dan studi bersama mengenai
transfer energi listrik melalui interkoneksi;

MENGINGAT lebih lanjut bahwa Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama
Energi (APAEC) 1999-2004 yang diterima pada Pertemuan Menteri
Energi ASEAN (AMEM) ke-17 yang diselenggarakan di Bangkok,
Thailand, tanggal 3 Juli 1999, dan Rencana Aksi ASEAN bagi Kerja
Sama Energi (APAEC) 2004-2009 yang diterima pada AMEM ke-22 di
Makati City, Manila, Filipina tanggal 9 Juni 2004 memerintahkan
untuk melembagakan kerangka kebijakan dan pelaksanaan modality dan
memfasilitasi pelaksanaan rencana Induk Interkoneksi ASEAN,
mengarah pada hal perwujudan Jaringan Tenaga Listrik ASEAN lebih
awal;

MENGAKUI tujuan-tujuan kebijakan dari Peta Jalan Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik ASEAN untuk Integrasi yang disetujui pada
AMEM ke-20 di Bali, Indonesia, tanggal 5 Juli 2002, dan Laporan
Akhir, Kajian Rencana Induk Interkoneksi ASEAN 2003 (AIMS) yang
disahkan oleh AMEM ke-21 di Langkawi, Malaysia tanggal 3 Juli 2003
yang akan menjadi dokumen rujukan bagi pelaksanaan proyek-proyek
interkoneksi tenaga listrik di kawasan ASEAN;

MENANGGAPI penekanan strategis Para Pemimpin ASEAN dalam Program
Aksi Vientiane 2004-2010 yang diterima dalam Konferensi Tingkat
Tinggi ASEAN kesepuluh di Vientiane, Laos tanggal 29 November
2004, untuk pelaksanaan yang siknifikan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN melalui suatu angka kebijakan dan modalitas yang
dibentuk untuk interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik, serta
meningkatkan fasilitas prasarana energi di ASEAN dengan mewujudkan
proyek-proyek interkoneksi tenaga listrik;

MENEGASKAN bahwa jaringan tenaga listrik ASEAN akan menciptakan
manfaat dan peluang ekonomi untuk pertukaran dan perdagangan
tenaga listrik antara Negara-negara Anggota;

MENGINGAT kebutuhan untuk mengakui, koordinasi dan menekankan



berbagai upaya rencana dan program tersebut untuk interkoneksi dan
perdagangan tenaga listrik;

MENGAKUI bahwa keterlibatan pemerintah-pemerintah Negara Anggota
dan keikutsertaan sektor swasta diperlukan untuk mendukung
berbagai rencana dan program tersebut untuk perwujudan Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I
TUJUAN

Negara-negara Anggota, tunduk pada Memorandum Saling Pengertian,
dan hukum, aturan-aturan, peraturan-peraturan dan
kebijakan-kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di
masing-masing negara anggota sepakat untuk memperkuat dan
meningkatkan kerangka kerja yang lebih luas bagi Negara-negara
Anggota untuk bekerja sama menuju pembangunan suatu kebijakan
ASEAN bersama mengenai interkoneksi dan perdagangan tenaga
listrik, dan akhirnya menuju pada perwujudan Jaringan Transmisi
Tenaga Listrik ASEAN untuk membantu memastikan ketahanan dan
keberlanjutan energi regional yang lebih besar dengan dasar saling
menguntungkan.

Pasal II
KETENTUAN UMUM

Negara-negara Anggota Wajib :
1. Membentuk kerja sama bilateral dan/multilateral di berbagai

aspek pembangunan kebijakan ASEAN bersama mengenai
interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik dan perwujudan
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;

2. Memulai kajian-kajian dan pemutakhiran baik bilateral ataupun
multilateral, untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan
proyek-proyek interkoneksi ASEAN, yang merujuk antara lain,
Laporan Akhir Kajian Rencana Induk Interkoneksi ASEAN Tahun
2003;

3. Meningkatkan kerja sama dan pengumpulan sumber-sumber oleh
para pemerintah dan/atau sektor swasta untuk proyek-proyek
bersama, dengan memperhatikan keuntungan komersial sesuai
dengan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN;

4. Tunduk pada, dan konsisten dengan hukum nasional
masing-masing Negara Anggota, mengambil inisiatif baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama untuk mengkaji, menilai, dan
meninjau kembali kerangka hukum dan kelembagaan nasional dan
regional untuk interkoneksi dan perdagangan tenaga listrik,
berkenaan dengan isu-isu lintas batas terkait dengan
kelayakan komersial dan ekonomi, pembangunan, pembiayaan,
pengoperasian, dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN, sebagaimana telah disepakati di bawah ini.

Pasal III
ISU LlNTAS BATAS



Negara-Negara Anggota wajib melakukan kajian-kajian yang relevan
sebagai berikut :
1. Teknis

Harmonisasi spesifikasi teknis Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN, seperti, tetapi tidak terbatas pada, standar
desain dan konstruksi, kode dan pedoman untuk pengoperasian
sistem dan pemeliharaan, standar keselamatan, lingkungan dan
pengukuran yang diakui secara internasional oleh industri
penyediaan tenaga listrik.

2. Pembiayaan
Cara-cara pengaturan yang tersedia untuk pembiayaan
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN mengakui
pentingnya peran yang akan dimainkan oleh sektor swasta di
beberapa Negara Anggota.

3. Perpajakan dan Tarif
Pengaturan-pengaturan untuk pembebanan pada pembebasan dari
biaya impor, ekspor atau transit, cukai, pajak atau
biaya-biaya dan pungutan-pungutan lain yang dibebankan
pemerintah pada pembangunan, pengoperasian pemeliharaan
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN yang disepakati
bersama.

4. Kerangka Kerja pengaturan dan Kerangka Kerja Hukum
Harmonisasi kerangka pengaturan dan kerangka hukum dalam
ASEAN untuk mempercepat pelaksanaan interkoneksi dan
perdagangan tenaga listrik bilateral atau lintas batas.

5. Perdagangan Tenaga Listrik
Pengaturan kelembagaan dan kontraktual tenaga listrik.
Pengaturan-pengaturan ini wajib memperhatikan tingkat
perkembangan atau kemajuan industri pemasok tenaga listrik di
masing-masing Negara Anggota.

6. Akses Pihak Ketiga
Pengaturan akses pihak ketiga pada terkoneksi dan perdagangan
tenaga listrik, sesuai dengan standar-standar yang diterima
secara internasional di industri penyediaan tenaga listrik
dan perumusan suatu kerangka penetapan harga transmisi dalam
ASEAN.

Pasal IV
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib diberlakukan
sesuai dengan hukum, aturan dan peraturan nasional dari
masing-masing Negara Anggota dan dengan perjanjian
internasional lainnya yang ditandatangani oleh Negara-negara
Anggota.

2. Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari setiap
Negara Anggota pada setiap publikasi, dokumen, dan/atau
tulisan dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Negara/Negara-negara Anggota yang relevan.

3. Meskipun telah terdapat pada ayat 1 diatas, hak-hak kekayaan
intelektual yang berkenaan dengan pengembangan teknologi,
produk dan jasa, dilaksanakan :



a. Secara bersama oleh Negara-negara Anggota atau hasil
penelitian yang diperoleh melalui usaha kegiatan
bersama dari Negara-negara Anggota, wajib dimiliki
secara bersama oleh Negara-negara Anggota yang terkait
sesuai dengan syarat-syarat yang akan disepakati
bersama; dan

b. Secara sendiri-sendiri dan secara terpisah oleh Negara
Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui
usaha sendiri dan terpisah dari Negara Anggota, wajib
dimiliki oleh Negara Anggota terkait tersebut.

Pasal V
PENGATURAN KELEMBAGAAN

1. Dewan Kepala Usaha/Kuasa Tenaga Listrik ASEAN (HAPUA)
bertanggung jawab untuk pelaksanaan Jaringan Transmisi Tenaga
Listrik ASEAN yang efektif, wajib memulai pembentukan suatu
Komite Konsultatif Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN
(APGCC), yang terdiri dari wakil-wakil dari Negara-negara
Anggota ASEAN dan Anggota Usaha HAPUA. Komite Konsultatif
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN ini wajib
memfasilitasi dan membantu Dewan HAPUA dalam pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Dewan HAPUA wajib menyampaikan laporan berkala mengenai
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pertemuan
para Menteri Energi ASEAN (AMEM), melalui Pertemuan Pejabat
Tingkat Tinggi Energi ASEAN (SOME).

Pasal VI
KERAHASIAAN

Seluruh Negara Anggota wajib mematuhi kerahasiaan dokumen,
informasi atau data yang diterima berkaitan dengan pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini. Kewajiban ini wajib dipatuhi
oleh setiap Negara-negara Anggota selama masa berlakunya
Memorandum Saling Pengertian ini dan setelah berakhirnya atau
pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disepakati
sebaliknya oleh seluruh Negara Anggota.

Pasal VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap klaim atau sengketa antara 2 (dua) atau lebih Negara
Anggota yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum
Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Negara-negara Anggota yang
terlibat dalam klaim atau sengketa tersebut.

Pasal VIII
PENANGGUHAN

Setiap Negara Anggota memiliki hak, untuk alasan-alasan keamanan
nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan
publik, untuk menangguhkan, sementara, baik secara keseluruhan



maupun sebagian, pelaksanaan memorandum Saling Pengertian dimaksud
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal
ASEAN, yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh
Negara Anggota lainnya. Penangguhan wajib berlaku segera setelah
pemberitahuan disampaikan kepada Negara-negara Anggota lainnya.

Pasal IX
KAITAN DENGAN PERJANJIAN LAINNYA

1. Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-negara Bukan Anggota
ASEAN
Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak membatasi setiap
Negara Anggota untuk memiliki perjanjian-perjanjian serupa
dengan Negara-negara bukan Anggota ASEAN dengan syarat
perjanjian-perjanjian tersebut tidak menciptakan dan/atau
membebankan kewajiban pada suatu Negara Anggota yang bukan
merupakan pihak pada perjanjian-perjanjian tersebut, dan
bahwa perjanjian-perjanjian tersebut wajib tidak mengurangi
atau menghalangi suatu Negara Anggota yang merupakan pihak
pada perjanjian tersebut terhadap pemenuhan kewajibannya
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Perjanjian-Perjanjian Lain yang Sudah Ada.
Negara-negara Anggota dengan ini menyatakan bahwa mereka
wajib melanjutkan untuk menghargai hak-hak dan kewajiban
berdasarkan setiap perjanjian serupa lainnya, dimana mereka
juga sebagai pihak, pada interkoneksi dan perdagangan tenaga
listrik yang sudah ada sebelum Memorandum Saling Pengertian
ini.

Pasal X
KETENTUAN AKHIR

1. Memorandum Saling Pengertian ini wajib disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera
menerbitkan suatu salinan naskah resmi kepada masing-masing
Negara Anggota.

2. Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada pengesahan atau
penerimaan oleh seluruh Negara Anggota. Instrumen Pengesahan
atau Penerimaan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
ASEAN yang wajib dengan segera memberitahukan kepada
masing-masing Negara Anggota mengenai penyerahan tersebut.

3. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku setelah
penyerahan instrumen Pengesahan atau Penerimaan oleh seluruh
Negara Anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

4. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku selama
jangka waktu lima belas (15) tahun, kecuali diakhiri lebih
awal atas kesepakatan seluruh Negara Anggota. Berakhirnya
atau Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak
mengurangi hak dan kewajiban Negara Anggota yang timbul dari
Memorandum Saling Pengertian ini sebelum tanggal efektif dari
berakhirnya atau pengakhiran Memorandum Saling Pengertian
ini.

5. Suatu Negara Anggota dapat setiap saat memberitahukan
keinginannya untuk menarik diri dari Memorandum Saling



Pengertian ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada
Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera
memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota. Penarikan diri
tersebut wajib berlaku enam (6) bulan sejak tanggal
pemberitahuan dimaksud.

6. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang melebihi
masa berlakunya, sebagaimana tercantum pada ayat 4 Pasal ini,
dengan kesepakatan seluruh Negara Anggota.

7. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan perubahan terhadap
ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini.
Perubahan dimaksud wajib diberlakukan dengan persetujuan
tertulis dari seluruh Negara Anggota. Setiap perubahan pada
Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mengurangi hak
dan kewajiban Negara Anggota, sebelum tanggal efektif
perubahan dimaksud.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum
Saling pengertian ini mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
ASEAN.

DIBUAT di Singapura, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun
Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

ttd.

YAHYA BAKAR
Menteri Energi pada Kantor Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Kamboja :

ttd.

SUY SEM
Menteri Industri, Pertambangan dan Energi

Untuk Republik Indonesia:

ttd.

DR.PURNOMO YUSGIANTORO
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Republik Demokratik Rakyat laos:

ttd.

DR. BOYSAYKHAM VONGDARA
Menteri Energi dan Mineral

Untuk Malaysia:



ttd.

DR.LlM KENG YAIK
Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd.

BRIG.GEN.LUN THI
Menteri Energi

Untuk Republik Filipina :

ttd.

ANGELO T. REYES
Sekretaris Energi

Untuk Republik Singapura :

ttd.

S.ISWARAN
Menteri Negara Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd.

DR.PIYASVASTI AMRANAND
Menteri Energi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd.

LE DUONG QUANG
Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan


